



Penelitian ini memfokuskan pada hak kreditur separatis atas hasil 
penjualan lelang harta pailit terhadap pemenuhan hak-hak buruh. Bahasan 
penelitian ini dibatasi pada apakah hasil penjualan benda jaminan yang dipegang 
oleh kreditur separatis menjadi hak dari kreditur separatis, dan bagaimana 
pemenuhan hak-hak buruh dalam perusahaan yang pailit apabila semua aset 
perusahaan telah dijaminkan kepada kreditur separatis.  
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan statute approach, 
conceptual approach dan case approach. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa  
hasil penjualan benda jaminan yang dipegang oleh kreditur separatis (kreditur 
preferen) menjadi hak dari kreditur separatis, karena kreditur separatis yakni 
kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak 
agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak 
terjadi kepailitan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, meskipun dalam 
penjualan lelang ada batasan waktu yakni selama 2 (dua) bulan. Hasil penjualan 
lelang wajib dipertanggungjawabkan kepada Kurator. Kurator untuk kepentingan 
kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditur 
pemegang hak dapat mengajukan tuntutan agar kreditur pemegang hak tersebut 
wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama 
dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Kreditur yang diistimewakan adalah 
Kreditur pemegang hak di antaranya upah para buruh dari tahun yang lampau dan 
apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan sebagaimana Pasal 60 ayat (2) 
UU Kepailitan jo Pasal 1149 B.W. 
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